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Saran dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA

KEPUTUSAN REESIDEN REFUBLIK INDONESIA
No ..f}t;f TAHUN 1967.

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN _PERWAKILAN
HAXJAT DAERAH TINGKAT _ KABUPA-
TEN DI PROPINSI IRIAN _BARAT.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa nasrat dan keinginan rakjat di Propinsl Irian Barat
untuk turut serte mengatur dan menjusun daerahnja dipandang

perlu mendapat penjaiuran jang sebailk-baiknja s

bahwa dengan adanja perkembangan-perkembangan daerah dan
sugunan ketata-negaraan Negara Republik indonesia sampai
saat sekarang ini dipandang perlu untuk sepgera dibentuk De
wan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten di Propinail Irian
Barat ;

Pasal i8 Undang-tndang Dasar 1945 ;
Ketetapan M.P.R,S, No.XXI/MPRS/1966 ;
Penetanan Presiden No,l Tahun 1963 ;
Instrulksi Presidium Kabinet Ampera No.0%5/POL/IN/8/L966 ;
;

MEMUTUSKAN :

" Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan RBak

jat Tingkat Kabupaien difPrnpinsi Irian Barat" dengan keten
tuan sebagal berikut

B i‘l B Il
BENTUK / SUSUNAN

Pasal 1.

{1}, Susunan DPRD Tingkat XKabupaten terdiri dari seprang Ketiuwa, dua orang:
Wakil Ketua, seprang Sekretaris dan sedjumlah anpgauta sedikit-sediki
nja 15 orang anggavta dan sebanjek-hanjaknja 25 orang anggauta sesuai
dengan ketentuan-ketentuan jang akﬁn ditentukan kemudian,
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(2). Bupati ...ceiivievnninana,



{2}.

(3).
(4).

(1).

EL Y.

(2).

(3).
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Bupati Kepala Kabupaten Administratif dan Sekretaris Darrah Ka-
bupaten Administratif karensa djabatannja masing-2 bertindak se-
laku Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rak]at Daerah.

Wakii Ketus dipilih oleh dan dari anggaute Dewan.

Pengarus harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

BAERB 11
SJARAT-SJARAY EKRANGZOTAAN
Pagai 2,

Jang dapat mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Eakjat Daerah, se-
landjutnja disebut "Dewan'" adalah Warga Negara Indonesia jang me
menuhbl sjarat-sjarat sebagal berilkut

g, Telah berumur 2J Tahun,

L, Bertempat tinggal pokelk didalam wilaiah lang bersangkutan se-
dikitnja 6 buian jang terachir,

c. Tidak kehilangan hak menguasal atau mengurus harta bendanja
karena keputusan penﬁadilan jJang tidak dapail diubabh tagi.

d. Tidak dipetjat dari hak memilih dan dipitih dengan keputusan
pengadilan jang tidak dapat diuhah lagl,

¢, Tidak tergangpgu ingatanuda.

£, Tidak terlibat dalam G-301S/PKI dan atau tidak mendjadi angge
ta dari mfmas/urpul/gerakan jang teriarang,

Pagal 3,

Anggauta Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Ne-
geri. |
Sebelum mem&ngk# ﬂjahatannja”anggauta Dewan wengangkat sumpah
(djandji) 4idalam yapat pertama Dewan, dihadapan Menteri Dalam
Negeri atau seorang pedjabat lainnja jang ditundjuk olehnja jangs
ditundjuk olehnja jang memimpin rapat itu menurut tjara agamanje
Susunan kate-kata sumpah (djandji) disesuaikan dengan ketentuan-
Jjang beriaku diwilajah Republik Indonesia.

P&Sﬂ-l JI-' - Ifi":l;ll.
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Pasal #,

Anggauta Dewan berhenti karena anggauta itu meninggal dunia atan
dapat diberhentikan apabila anggauta itu :

a. Mengadjukan permintaan Terbentl sebagal anggaunta.

b, Tidak lagi wempunjai sjarat-2 sebagai tersebut pada pasal 2.

€, Melanggar sesuatu peraturar jang chusus ditetapkan hagi
angecauta Dewan,

- BAB IIT.
é’. SIDANG DAN BAPAT-LRAPAT DEWAN
Pagal 5,

(1). Dewan bersidang atau herapat atas panggilan Ketuanja atau aias
permintaan sekurang-kurangnja 1/5 dari djumlal Anggaote Dewan.

(2). Dewan bersidang sekurang-kurangnja sekali dalam 3 hulan,

{3). Semua jang hadir pada rapat tertutup berkewadjiban merahasia-
kan segala hal jang dibitjarakan dalam rapat tersebut,.

Pasal 6,

Rapat Dewan terbuka untuk umum ketjuali djika Ketna menimbang perla
ditrtup ataupun sekurang-kurangnja i/5 anggauta jang hadir menuntut

@ _ hal itu,
. 1"

Pasai 7.

-

(1), Rapat baru sjah dapat Egﬁﬁﬁﬁgii sesunatu kepuiusan djikailaun
djumiah jang hadir leblh dari setenzah anggauia Dewan,
(2). Sesuatu keputusan rapat diambil dengan tjara musjawarah dan
mufakat,
B AB 1V
PEMBIAJAAN DEWAN

Pasal B&.

Biaja jang d¢iakibatkan uniuk pembentukan Dewan 1tu dibebankan ke-
pada anggaran Daerah,

P&ﬂal 9. a4 % F a8 F 0 ¥ Fa KRR
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Pasal 9,

(L), Dengan dikeluarkannja kepuiusan ini, maka semus peraturan jang
mengatur mengenai Dewan-Z Daerah Tingkat Kabupaten jany telah
ada dinjatakan tidak berlaku lagi.

{2}, Segala sesuatu jang belum diatur didalam Keputwsan ini akan di-
atur tarsendiri cleh Menterf Dalam Negeri.

(3). Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,-

Ditetapken di ; Djakartia,.
rada tanggal :/3 Oktober 1967,
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PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN ATAS
KEPLTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : /# 7 TAHUN 1967.

FiE

TENTANG
PEMRENTUKAN DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT DAERAH TINGKAT KABU-
PATEN DI PROPINSI IRIAN BARAT,

UMUM =

Dengan mengingat perkembangan Daerah Propinsi Ifian Darat dan aspi-
rasi rakjat Proplinsi Irian Barat maka dipandang periu menjalurkan
aspirasi tersebut dengan mengingat Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966;
sedjalan dengan itu, maka peningkatan kKearah kesamaun dengan daerah
iain di Indonesig, perlu masih dipakai landasan dasar dengan peneta-
pan Presiden No. 1 Tabun 196%, termasuk didalam ranigka pembentukan
DPED Tingkat Kebupaten tersebut, hal iiu mengingat kechususan jaag
masih beriaku d4i Irian Barat sempal pada saat Ini.

Karena kechususannja itulah, swka didalar ranghks melaksanakan Undang.
undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen chususnja dibidang memn
gaﬁ%n kembali demokrasai, maka guna pengamanan pelitik dalam tingkatal
revolusi sekaranyg ini untuk sementars waktu sampal #elesainja penjem-
purnaan Undang-undang No, 18/1965 dengan pelaksanaan Ketstapan MPRS ]
XXI/MPRS/ 1966, disamping djabatan sebagai Bupati/Xespala baerah Kabu.
paten djuga masih dipandang perlu merangkap sebapgal Ketua Dewan Per-
wakilan Rakjiat Daerah Tingkat Kebupatern,

Sekretaris Dasrah didalam tugas menjelenggarakan administrasi dalam
arti kata luas dalam mendjalankan pemerintah daerah, djuga sesuai de.
ngan pasal 62 Undang-undang No. 18 tahun 1965 dalam kedudukannja se-
hagal Sekretaris Dewan Ferwakilan Rakjist Daerah dan diberi tugas pu-

“la untuk membantu anggauta BPO dalam segala hal untuk melandjutkan

djajannja pekerdjaan jang difugaskan kepada mereka, sesuai dengan
pasal 62 Undang-undang No, 15 tahun 1965 tersebut, djuga Sekretaris
Daerah Kabupaien Administratif daliam djabatannja sebagal Sekretaris
DPRD Tingkat Kabupaten me¢laksanakan persiapan jang ebaik-baiknja
gsegala sesmatu jang akan dimesjawarahkan dan dimufakatkan ataun dipu-
tuskan oleb Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat Xabupaten tersew
but. | . :
Pasa) deml pasal,
Tjukup éjelas.
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